BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Dari hasil pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan
pada BPKD Kabupaten Manggarai Barat belum sepenuhnya berjalan
dengan baik, dikarenakan keterlambatan pemprosesan data serta gangguan
sistem yang sering terjadi maupun dari segi pengelolaannya.

2. Faktor-faktor pendukung yang dimiliki dalam penerapan SIMDA
Keuangan secara optimal adalah: Pelaksanaan SIMDA vyang dapat
membantu Kinerja keuangan pemerintah menjadi lebih baik dan
Komunikasi yang aktif mengenai tujuan penerapan atau manfaat dari
penerapan sistem tersebut.

3. Faktor penghambat dalam penerapan SIMDA Keuangan : Sumber Daya
Manusia belum efektif masih memiliki kekurangan dari segi kualitas dan
kuantitas dan perawatan server masih bergantung dengan pihak pemasok

dengan sistem kontrak pertahun

6.2 Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan dalam

penelitian ini adalah perlunya pengembangan terhadap Sumber Daya Manusia



(SDM) dari segi kualitas dan kuantitas yang dimiliki dan lebih memahami
mengenai proses penerapan SIMDA Keuangan itu sendiri agar tidak terjadi

kesalahan dalam penginputan data laporan keuangan.
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